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BAB V 

PENUTUP. 

A. Kesimpulan 

1. Langkah pemerintah dalam pelaksanaan pilkada secara serentak pada masa 

pandemik COVID 19 di khawatirkan akan menimbulkan angka penularan 

COVID 19 semakin tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan 

bahaya COVID 19 jika tidak mematuhi protokol kesehatan. 

2. Langkah pemerintah dengan tetap menyelenggarakan pilkada secara 

serentak di tengah pandemi COVID 19 dengan menerapkan protokol 

kesehatan penanganan COVID 19 untuk seluruh lapisan masyarakat, 

sehingga tidak menimbulkan klaster baru COVID 19 akibat pilkada 

serentak 2020 di Kabupaten Dompu.  

B. Saran  

1. Karena kendala terbesar pilkada serentak di masa pendemi covid 19 adalah 

kesadaran masyarakat itu sendiri maka perlu adanya teguran dan sanksi 

sehingga apa bila adanya pihak yang melanggar protokol kesehatan. 

2. Karena pilkada di laksanakan pada masa pandemi COVID 19, bahwa tidak 

perlu lagi menyelenggarakan pilkada tatap muka melainkan online dengan 

tujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID 19, karna berkaitan 

dengan kesehatan masyarakat banyak. 
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